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ABSTRAK 

Pristiawan Aditya Perkasa, 2023. Eksistensi Ombudsman RI Perwakilan Jawa 

Timur Dalam Mewujudkan Pengawasan Pelayanan Publik, Skripsi Program Studi 

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya. 

Kata Kunci: Eksistensi, Ombudsman, Maladministrasi, Pelayanan Publik 

Ombudsman Republik Indonesia yang sebelumnya bernama Komisi Ombudsman 

Nasional adalah badan yang mempunyai kewenangan atas penyelenggaraan 

pengawasan pelayanan publik yang sebagian atau semua dananya bersumber dari 

Aturan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Aturan Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur memiliki 

peranan penting dalam hal pengawasan di sektor penyelenggaraan pelayanan 

publik yang berada di Provinsi Jawa timur. Tantangan terbesar yang dialami oleh 

Ombudsman adalah menjalankan wewenangnya dengan seefektif mungkin. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepercayaan dan kesadaran 

masyarakat untuk tetap ikut aktif membantu Ombudsman terkait penyelenggaraan 

pelayanan publik yang baik, bersih, transparansi, dan adil. Dengan 2 rumusan 

masalah yaitu, (1) Bagaimana Eksistensi Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

Dalam Mewujudkan Pengawasan Pelayanan Publik, dan (2) Upaya Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur Dalam Mewujudkan Pengawasan Pelayanan Publik. 

Metode yang digunakan peneliti ialah pendekatan kualitatif dengan pengambilan 

data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan teori Struktural Fungsionalisme dari Robert K. Merton. Dengan 

adanya Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, masyarakat memiliki mekanisme 

untuk mengajukan keluhan terkait pelayanan publik yang tidak memuaskan. 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur juga dapat menjadi pengawas independen 

yang dapat memastikan bahwa instansi pemerintah menjalankan tugasnya dengan 

baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

vii 

 

ABSTRACT 

Pristiawan Aditya Perkasa, 2023. The Existence of the Indonesian Ombudsman 

Representative for East Java in Realizing Public Service Oversight, Sociology 

Study Program Thesis, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel 

State Islamic University, Surabaya. 

Keywords: Existence, Ombudsman, Maladministration, Public Service 

The Ombudsman of the Republic of Indonesia, previously known as the National 

Ombudsman Commission, is a body that has authority over the implementation of 

supervision of public services, some or all of whose funds come from the State 

Revenue and Expenditure Regulations (APBN) or Regional Revenue and 

Expenditure Regulations (APBD). The Indonesian Ombudsman Representative for 

East Java has an important role in terms of supervision in the public service 

delivery sector in East Java Province. The biggest challenge experienced by the 

Ombudsman is exercising his authority as effectively as possible. This research 

aims to increase the sense of trust and awareness of the public to continue to 

actively participate in helping the Ombudsman regarding the implementation of 

good, clean, transparent and fair public services. With 2 problem formulations, 

namely, (1) How does the East Java Representative Ombudsman Exist in 

Realizing Public Service Oversight, and (2) East Java Representative 

Ombudsman's Efforts in Realizing Public Service Supervision. The method used 

by researchers is a qualitative approach by collecting data in the form of 

observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses 

Structural Functionalism theory from Robert K. Merton. With the East Java 

Representative Ombudsman, the public has a mechanism to submit complaints 

regarding unsatisfactory public services. The East Java Representative 

Ombudsman can also be an independent monitor who can ensure that government 

agencies carry out their duties well and in accordance with the principles of good 

public service. 
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